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Pak Yos (Yos
Sudarso, red)
telepon langsung ke
pusat, tanya ke
dirjen anggaran dan bilang kalau
anggaran DID bisa dialihkan untuk
operasional. Gara-gara ini juga,
menyebabkan kita tidak bisa dapat
bantuan anggaran fisik dari pusat
karena dianggap Kota Palu sudah
tuntas untuk pekerjaan fisiknya.”

@ Ardiansyah Lamasitudju
Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu

¢ Anggota Dewan
Anggap Pelanggaran

Konsensus
Rekomendasi Dewan

PALU - Kalangan Anggota
DPRD Kota Palu, memper-
tanyakan penggunaan Dana
Insentif Daerah (DID) senilai Rp22
miliar yang diberikan ke Dinas
Pendidikan Kota Palu. Pasalnya,
dana yang diperuntukkan untuk
pembangunan fisik itu ternyata
dialihkan untuk mendukung pro-

gram operasional di Disdik.

Hal ini terungkap ketika komisi
I DPRD Kota menghearing Disdik
pekan lalu.

Terungkapnya peralihan peng-
gunaan anggaran dari pusat itu,
ketika dewan mempertanyakan
tentang pekerjaan beberapa
sekolah di Kota Palu yang sampai
saat ini belum tuntas. Ada belasan
sekolah yang sudah dua tahun
belakangan ini, masuk dalam
rekomendasi- dewan sejak 2010
sampai 2012, namun belum juga
diselesaikan pekerjaannya.

Menjawab pertanyaan itu,
Kadisdik Kota Palu, H Ardiansyah

Lamasitudju, mengatakan bahwa
anggaran DID yang diperoleh
sebagai bentuk reward dari
pemerintah pusat bagi pemerintah
daerah yang berhasil mengelola
APBD dengan baik itu, dialihkan
sebagai anggaran operasional dinas
yang dipimpinnya. Pengalihan itu
kata Ardiansyah, dilakukan saat
pembahasan anggaran 2012 oleh
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
(TAPD) Kota Palu. Pengalihan itu
pun lanjut Ardiansyah atas
persetujuan Wakil Ketua DPRD
Kota Yos Sudarso Mardjuni.
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“Pak Yos (Yos Sudarso, red)
telepon langsung ke pusat,
tanya ke Dirjen anggaran dan
bilang kalau anggaran DID
bisa  dialihkan  untuk
operasional,” ujar Ardiansyah.

Ardiansyah, mencoba mem-
bela diri dengan mengatakan,
saat itu dia sudah menjelaskan
bahwa anggaran DID sesuai
Juknis tidak bisa dialihkan
untuk operasional. Terkecuali
jika seluruh pekerjaan fisik
sudah selesai dikerjakan.

“Gara-gara ini * juga,

menyebabkan kita tidak bisa
dapat bantuan anggaran fisik dari
pusat karena dianggap Kota Palu
sudah tuntas untuk pekerjaan
fisiknya,” ujarnya lagi.

Masih menurut pengakuan
Ardiansyah, oleh pihak TAPD
yakni Dinas Pendapatan
Pengelolaan Kekayaan dan
Aset Daerah ( DPPKAD) dan
Bappeda Kota Palu, menga-
takan peralihan peruntukan
anggaran DID itu hanya
sementara. Sifatnya pinjam
pakai. Pihak TAPD katanya
saat itu, menjanjikan akan
mengembalikan lagi anggaran
DID yang dipakai pada
pembahasan ABT nanti.

Komisi [ benar-benar
terkejut mendengar penjelasan

-Kadisdik. Yang dikhawatirkan

komisi I, apa yang dilakukan
oleh TAPD akan berdampak
pada temuan bagi BPK.
TAPD dianggap melanggar
konsensus rekomendasi
dewan atas peruntukkan
anggaran DID.

“Kerja TAPD ini bisa
berpengaruh terhadap peni-
laian BPK terhadap kinerja dan
penggunaan anggaran
pemerintah Kota Palu. Padahal
kita tengah berusaha agar
tahun ini bisa mendapat
penilaian Wajar
Pengecualian (WTP) dari

Tanpa’

BPK,” komplain seorang
anggota komisi I.

Olehnya, komisi mendesak
agar Disdik segera meminta
pertanggungjawaban dari
TAPD. Dalam hal ini
DPPKAD dan Bappeda.
“Agar sauadara Kadisdik tidak
dianggap melanggar dan
dipersalahkan  sendiri
sebaiknya tolong minta
surat dari TAPD yang isinya
menjelaskan soal peralihan
anggaran itu. Supaya bukan
anda saja yang bertang-
gungjawab atas anggaran
tersebut,” tekan Wakil
Ketua Komisi I, Erfandi
Suyuti. (mda)










